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WALI KOTA MEDAN

PROVINSI SUMATERA UTARA
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PERATURAN WALl KOTA MEDAN
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN DANA JASA PELAYANAN KEPADA WARGA PELAYAN
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MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALL KOTA MEDAN,

bahwa sebagai tanda penghargaan bag:i warga
pelayan masyarakat, maka Pemerintah Kota Medan
memberikan dana jasa pelayvanan kepada Bilal
Jenazah, Penggali Kubur, Penigurus Rumah [badal,
Imam Masjid, Guru Madrasah Diniyah Takmilivah
ywaliyah, Guru Taman Kanalk-kanak AlQurian/
Taman Pendidikan Al-Quran, Guru Maghrib
Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Guru Sekolah
Hindu, Guru Sekolah Budha dan Kong Hu Chu,
Penatua Gereja, Petugas Geraja Katolik, Ustadz.
Ustadzah dan Khotib se-Kota Medan;

bahwa dalam rangka tertib administrasi maka
perlu adanya syvarat dan kriteria bagl pelayan
masyarakat vang berhak mendapatkan dan
pelayanan dari Pemerintah Kota Medan;
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bahwa berdasarkan pertibangan sebagimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk  Peraturan  Wali Kota  tentang
Pemberian Dana Jasa Pelayanan kepada Warga
Pelavan Masvarakat.

Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nemor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
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Negara Republilk Indonesia Nomor 1092);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanz
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537}
sehagaimana telah beberapa kali diubah teralkhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarain
Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

Peraturan Pemerintah  Nomor 22 Tahun 1970
teniang Perluasan  Daerah  Kotamadya Tied
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republil
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Seraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastag: Dan
Mardinding Di Wilayvah Kabupaten laerah

Tingkat [1 Karc
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Kabupaten i : Hlung
Kecamatan Parbuluan Di Wilavah Kabup

T

Daerah Tingkat 1I Dairi Dan Kecamatan pMedan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Witavah Kotamadyva
Daerah Tingkat Il Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomnor 67

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
tentang Pembentukan 18  (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat Il Simalungun, Dairi, Tapanull
Selatan, Karc, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah.
Nias, Langkat Dan Wilavah Kotamadyva Daeran
Tingkat 1l Medan Dalam Wilayah Propins: [Dae
Tingkat [ Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2040
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578};
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Peraturan Wal Kota Medan Nomor [ Tahun 2
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Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585}:

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambaban
l.embaran Negara Republik Indenesia Nomor 48241

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaa
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa "mm
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Neger:
Nomor 13  Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310j;

. Peraturan Daerah Kota Medan Nomaor 7

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengeloiaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 4);
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Peraturan Daerah ota Medan NOToT O
Tahun 2014 tentang Wajib Belajar Madrasal
Dinivah Takmilivah Awalivah Daerah (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2014 Tahun Nomor 3,
Tamhbahan Lembaran  Daerah  Kota  Megdan

Nomor 3}

’i 1~y

tentang Kedudukan, Susunan Orgamisasi Tug
dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daer
{Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wa
Kota Medan 40 Tahun 2017 tentang P‘“’Lﬂf;:lhaﬂ
Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor !
Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Keria
Perangkat Daerah  (Berita Daerah Kota Medarn
Tahun 2017 Nomor 40},

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat
Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan
tahun 2017 Nomor 18};
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN DANA
JASA  PELAYANAN  KEPADA JARGA  PELAYAN
MASYARAKAT.

BAB i
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Wali Kota ini, vang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Medan.

B

2. Pemeriniahan Daerah adalah penvelenggaraan arus
pemerintahan oleh pemerintab daerah dan dewan permm
rakvat daerah menurut asas «
dengan prinsip otonomi sciuas- 1uasnxfa Sa;am istcm da:"i :33*;';'*;5,';37
Negara Kesatuan Republik !
dalam Undang-Undang Dasar Negara R pubm\' Indonesia
Tahun 1945.

n

atoriomi dan tugas pembaniuan
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2 Pemerintah  Daerah adalah  Wali  Kota  sebagal !
»eny fé‘l(“,’ﬂg.@; ara Pemerintahan Daerah yang Memnnpn
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pel.a,imaal 1SAan urusan pemat rintahan vang menj adi kewena LEAT

daerah otonom.

4 Wali Koia v Wali Kota Medan,

-~

Lantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama
Kota Medan.

.(II

6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah  Kepala lkanior
Kementerian Agama Kota Medan.

7. Bagian Sosial dan Pendidikan adalah Bagian Bagian Sosial dan
Pendidﬂ\an Sekretariat Daevah Kota Medan.

8. Kepala Bagian Sosial dan Pendidikan adalah Kepala Bagian sosiar
dan Pendidikan Sekretariat Daerah Kota Medan.

G Kecamatan adalah bagian wilavah dari Daerah yang dipimpin oleh

Camat

10 Kelurahan adalah baglan wilayvah dari kecamatan yang dipimpin
oleh Lurah.

.Camat atau sebutan Jain adalah pemimpin dan koordinator
penvelenggaraan pemerintahan di wilavah kerja kecamatan vang
dalam peiaksanaaﬂ tugasnva memperoleh pelimpahan
kewenangan pemerintahan dari Wali Kota urituk menangant
sebagian urusan otonomi daerah, dan menvelenggarakan fugas
umum pemerintahan.
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 Ruymah ibadah adalah bangunan vang memiliki ciri-cin tertenitu

_Badan Kemakmuran Maspid yang selanjutnva disingkat

 Musholia/Surau/Langgar adalah  tempat atau  rumab
g

Lurah adalah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung

jawab kepada camat.

. Kantor Urusan Agama, yang selanjutnva disingkat KUA adalah

o

Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
islam vang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang agama Islam.

4

.Kepala Kantor Urusan Agama, vang selanjuinva disebut kepaln

KiJA adalah Iﬂrr'\aiq Kantor Urusan ’%gatﬂg dir kecamatan.
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Bilal Jenazah adalah orang vang tugasnya untuk memandikan.

dan mengafan! mayat.

Penggali Kubur adalab orang vang tugasnyva untuk menggab
kuburan.

yvang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemneiul
masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat
ibadah keluarga.

. Pengurus Rumah lbadah adalah orang vang mengurus rumean

ibadah.

adalah orang-orang yang dipilih je emaal 1 ?%3 id untuk bert
menjaga kemakmuran masjid; fisik masjid maupun mengs
kegiatan ibadah di dalamnya

Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam yang digunakan
sebagai tempat mengajl dan sholat,

meny erupai masjid vang digunakan sebagal tempat mengaii dan

sholat bagi umat Islam.

Imam Masjid adalah pemimpin dalam melaksanakan sholat

‘npwamfa o'l
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. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendi

dik
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, da
mengevaiuasi peserta didik.

_Guru Madrasah Diniyah Takmilivah Awaliyah atau sebutan nama

lainnva, vang selanjutnyva disebut Guru MDTA adalah pendidik
profesional  dengan  tugas utama  mendidik, mengajar,

1
'

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevalu a.si
peserta didik pada jalur pendidikan informal pada MDTA.
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Guru Taman Kanak-Kanak Al-Quran/Taman  Pendidikan
Al-Qurian atau sebutan nama lainnya, vang selanjutnya disehui
Curu TKQ/TPQ adalah pendidik profesional dengan tugas uiama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilzi, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak

usia dini jalur pendidikan informal pada TKQ/TPQ.

 Guru Maghrib Mengaii adalah pendidik profesional dengan fugas

utama mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih pescria
didik bagi umat Islam khusus membaca Al-Quran.

7. Sekolah Minggu atau sebutan nama lainnya adalah kegiatan

bersekolah vang diadakan pada hari Minggu.

ura Sekolah Minggu atau sebutan nama lainnya adalah
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar.
membimbing, dan melatih peserta didik bagi umat Kristen/
Katolik.

Dewan Stasi Pastoral adalah perpanjangan tangan pastor unius

mengurusi kebutuhan umat di stasi.

. Majelis Gereja adalah pihak penanggung jawab segala keglatan

gereja baik di bidang pelaksanaan ihadah. pelayanan jemaal.
maupun penyelenggara organisasi gereja.

| Guru Sekolah Hindu, Budha dan Kong Hu Chu adalah pendidis

profesional  dengan  tugas utama mendidik, mengalar,
mermmbimbing, dan melatih peserta didik bagi umat Hindu, Fudha
dan Kong Hu Chu.

 Penatua Gereja adalah orang vang bertugas membantu dalam

rangka pelaksanaan ibadah di Gereja Kristen.

Petugas Gereja Katolik adalah orang vang herivigas membanty

pelaksanaan kegiatan ibadah dan sosial di lingkungan penganuf
agama Katolik.

4 Ustad dan Ustadzah adalah orang berakhlak dan berbudi pekert

mulia, memiliki pengetahuan yang luas tentang agama Islam, bisa
mermbaca Al Quran dan memahami Hadist dengan baik.

Khatib Jumat adalah orang vang ditunjuk Badan Kemakmuran
Masjid (BKM; untuk bertugas melakukan khotbah jumat di
masjid.

Pegawai Aparatur Sipil Negara, vang selanjuinya disebut Pegawa
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perianjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaiar
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
Giserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
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37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjuinva
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah vang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

L

38. Penerima Dana Jasa Pelavanan Kepada Pelayan Masyarakat
adalah orang vang menerima pembayaran atas dana jasa
pelayanan kepada pelayan masvarakat vang diberikan dalam
jangka waktu tertentu oleh Pemerintah Daerah.

3G. Dewasa adalah usia minimal 18 (delapan belas) tahun untuk
penerima dana jasa pelavanan kepada Bilal Jenazah, Penggali
Kubur, Pengurus Rumal Ibadah, dan imam Masjd, kecualb
kepada Guru MDTA, Guru Tr\Q/TPQ Guru Maghrib Me ‘g_ﬁ‘
Guru Sekolah Minggu, Guru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Budh
dan Guru Sekolah Kong Hu Chu usia sampai dengan 60 {enam
puluh} tahun.
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40, Penerima Dana Jasa Pelavanan adalah Bilal Jenazah, Penggal
Kubur, Pengurus Rumah lIbadah, Imam Masjd, Guru MDTA
Guru TKQ/TPQ, Guru Maghrib Mengaji, Guru Sekolah Mi
CGiuru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Budha, Guru Sekolah
Hu Chu, Penatua Gereja, Petugas Gereja Katolik, Ustad, Ustadzah
dan Khotib Jumat tidak boleh menerima dana jasa pelavanan
lebih dari satu jenis pemberian jasa pelayvanan.

T2ATD T
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MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud
Pasat 2

ceraturan Wali Kota ini bermaksud untuk memberikan penghargaan

kepada Bilal Jenazah, Penggali Kubur, Pengurus Rumah thadah.

Imam Masjid, Guru MDTA Guru TKA/TPA, Guru Maghrib Mengasi.

Ty BT (“111’-)1 Qf)]f(\1ﬁlﬁ 721710
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Gure Sekolah Minggu, Guru Sekolah Hindu, Guru Seiclan Budha

Guru Sekolah Kong Hu Chu Penatua Gereja Petugas Gereja Katolik,

Ustad, Ustadzah dan Khotib Jumat berupa pemberian dana jasa
pelayanan kepada warga pelayan masyarakat.

Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagail ’1andas.an hukum untuk
pembayaran berupa pemberian dana jasa pelayanan kepada warga

pelayan masyvarakat.
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BAB 1
PERSYARATAN

Bagian kKesatu
Bilal Jenazah

. il
Pasal 4

-t

P

Untuk mendapatkan dana jasa pelavanan kepada warga pelayan
masvarakat, bilal jenazah harus memenuhi per syaratan meliputi

Untuk mendapatkan dana jasa pelavanan kepada warga ;“e‘ié*j«,'s.;.

penduduk dan berdomisili di wilayah Daer i
beragama Islam, baligh, berakal,
fotokopi Kartu Tanda Pendudut <:
membuat surat perny ataan bermaterai Rp. 6.000.- bahwa hanva
menerima satu jenis bantuan saja;

penunjukan sebagai bilal jenazah vyang ditetapkan dengan
l«fmrztu san Camat berdasarkan atas usulan Lurah; dan

ASN, karvawan/pegawai Badan Usaha
Atk Daerah (BUMN/BUMDL Tentorn

3 LY
(R LY

ak sebagai pegawa
M;i‘.ik Negara/Badan U 1
Nasional Indonesia (TNI}, dan Kepolisian Republik
(POLRI).

1
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Bagian Kedua
: W -
Penggali Kubuw

B

1

asal 5

1

masvarakat, penggali kubur harus memenuh: persyaratan melipull

i

ity

penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;

dewasa, herakal, sehat jasmani, dan rohani;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

membuat surat pernya ataan bermaterai Rp. 6.000.- bahwa hanva
menerima satu jenis bantuan saja;

pemakaman berada dalam wilayvah Daerah;

penunjukan sebagai penggal kubur vang ditetapkan dengas
Keputusan Camat berdasarkan atas usulan Lurah; dan

tidak sebagai pegawai ASN, karvawan/pegawai BUMN/D
TNI, dan POLRL

™

Bagian Ketiga
Pengurus Rumah Ibadah

Paragraf |
Nazir Masjd

Pasal &

Pemberian dana jasa pelavanan kepada warga
masyarakat kepada Nazir Masjid diberikan kepada ketua Badan
Kenaziran Masjid/Badan Kemakmuran Masjid yang selanjutnyva
disingkat BKM atau diberikan kepada 1 (satu] orang pengurus
Nazir dengan menunjukikan surat kuasa dari Ketua BKM.



(2) Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelavan
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masyarakat, nazir masjid sebagalmana dimaksud pada avar

harus memenuhi persvaratan meliputi:

a. penduduk dan berdomisili di wilavah Daerah,;

b. beragama Islam, baligh, berakal, sehat jasmani, dan rohan

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

4. membuat surat permnyataan bermaterai Rp. 6.000.- bahwa
hanyva menerima satu jenis bantuan saja;

e. masjid berkedudukan dalam wilayah Ddcrah

f. surat keterangan domisii rumah ibadah yang dikeluarkan
oleh lurah;

o. kepengurusan BEM yang ditetapkan dengan Kepuiusan

3

Kepala KUA Kecamatan dan disampaikan kepada Camat olels
pengurus BKM; dan

h. tidak sebagai pegawai ASN, karyawan/pegawai BUMN/BUML,
TN, dan POLRL

Paragrat 2
Nazir Musholla/Surau/Langgar

RY.
b
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Pemberian dzna jasa pelavanan kepada warga pelayan
masvarakat kepada nazir musholla/surau/langgar diberikan
kepada ketua pengurus musholla/surau/langgar atau dﬂmr‘liﬂ 1
kepada i (satu) orang pengurus Nazir dengan menunjukkan sura
Luasa dari Ketua pengurus musholla/ surau/langgar.

Untuk ;ﬂcneapclu{aﬂ dana Jd&:ci p&, ayvanrarn 1\’6’[)&51&_ WETEa ;.}{f’i&""?’lﬁ
masyarakat, nazir  musholla/surau/langgar  sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} harus memenuhi persyaratan melipt P
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b. beragama Islam, baligh, berakal, sehat jasmani, dan rohiani;

c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

d. membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000.- bahwa
hanya menerima satu jenis bantuan saja;

e, musholla/surau/langgar  berkedudulkan  dalam wilayah
Daerah;

f  surat keterangan domisili rumeah ibadah yang dikeluarian
oleh lurah;

g kepengurusan musholla/surau/langgar yang ditetapkan

P

dengan Keputusan Kepala KUA Kecamaran dan disampaikan
kepada Camat oleh pengurus musholla/surau / langgdw dan

h. tidak sehagai pegawai ASN, karyawan/ pegawai BUMN/BUMIZ,
TNI, dan POLRIL
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Paragrat 3
Pengurus Gereja

Pemberian dana jasa pelavanan kepada warga pelayan
masyarakat kepada pengurus gereta diberikan kepada 1 {salul
orang penjaga/pembersih gereja atau pihak lain yvang ditunjuk
oleh majelis gereja atau dewan pastoral stasi.

iintuk mendapatkan dana jasa pelavanan kepada wa Q}ga pelayan

masvarakat, pengurus gergja sebagaimana dimaksud pada

avat {1} harus memenuhi persyaratan meliputi:

a. penduduk dan berdomisili di wilayah Daeraly;

b. beragama Kristen/Katolik, dewasa, berakal, sehat jasmani,
dan rohani;

U‘L\.)l(i.}? 1’&8.1 Tl r‘ Lol SO LG u

d. membuat Surat permvataan bermateral Rp. 6.000.- bahwa
hau»a menerima saiy jf‘nao Lantuan Sa_}a..

e. gereja berkedudukan dalam wilayah Daerah;

f memiliki Keputusan Penunjukan Pengurus Gereja

ditetapkan oleh pengurus tertinggi di gereja pengusu

disampaikan kepada Camat;

surat keterangan domisili rumah ibadah yang dikeluar

oleh lurah; dan

h. tidak sebagai pegawai ASN, karyawan/pegawai BUMN/BUMD,

TNI, dan POLRL
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Para gra 4
Pengurus Vihara/Kienteng/Kuil

Pemberian dana jasa pelavanan kepada warga pelayan
masvarakat kepada Pengurus Vihara/Klenteng/Kuil diberikan
kepada Ketua Pengurus Vihara/Klenteng/Kuil atau diberikan
kepada 1 {satu} orang pengurus Vihara/Klenteng/xKuil dengan

menunjukkan surat kuasa dari Ketua Vihara/Klenteng/ Kuil.

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelay:

masvarakat, Pengurus Vihara/Klenteng/Kuil %ebagaamcgrm

dimaksud pada ayat (1} harus memenuhi persyaratan meliputu

a. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;

b. beragama Budha/Hindu, dewasa, berakal, s sechat jasmani, dan
rohani;

¢. fotokopi Kartu Tanda Penduduk

d. membuat surat pernvataan ber mateiaa Rp. 6.000.- hahwa

FE ot @i o aotit 1(31’\1.:‘ ey gy b e
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e, Vi a}‘a/I\lenteng/Kuﬂ berkedudukan dalam wilayah Daerah
<y
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¥ surat keterangan domisili rumah ibadah vang dikeluarkan

oleh Jurah;
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g. memiliki Keputusan Penunjukan Pengurus Vihara/Klenteng/
Kuil yang ditetapkan oleh pengurus tertinggl Vvhaz'a/‘r{'ienterw
/%xwi vang diketahui oleh lurah setempat dan disampaikan
kepada camat oleh pengurus Vihara/K {ienteng/Kuil; dan
h. tidak sebagai pegawai ASN, karvawan/pegawai BU MN/BUMID.
TNI, dan POLRL

Bagian Keempat
Imam Mas;jid

Pasal 10

{1} Pemberian dana jasa pelayanan Ke pada warga pels
ﬁfw'u_,

masvarakat kepada Imam Masjid diben}{an kepada 1 (satu} cra:
Imam Masjia.

At

{2} Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelavan
masyarakat, imam masjid sebagaimana dimaksud pada avat {1
harus memenuhi persvaratan meliputl:

penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;

h. beragama Islam, baligh, berakal, sehat jasmani, danr ohani;

c. fotokopi Kartu Tanda Pendudulk;

d. membuat surai pernyataan bermaterai Rp. 6.000.- bahwa
hanya menerima satu jenis bantuan saja;

e. masjid berkedudukan dalam wilayah Daerah;

{  penunjukan sebagai imam masjid vang ditetapkan dengan
Keputusan Camat berdasarkan alas usulan BEM vang
disahkan KUA Kecamatan; dan

tidak sebagai pegawai ASN, karyawai/ pegawai BUMN BUMD.

TNI, dan POLRIL

e

Pasal 11

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warg a pelavan
masvarakat, Guru MDTA harus memenuhi persvaratan mdzputi:

a. sekolah MDTA berkedudukan dalam wilavah Daerah;

b, fotokopi Izin Operasional ocnul h vang diterbitkan oleh Ranto

Kementerian Agama yang masih berlaku;
c. fotokopi Keputusan sebagai Guru MDTA yang diterbitkan oleh
Ketua Yayasan atau Kepala Sekolah atau sebutan nama lainnya;

d. 'fotokopl minimal ijazah SMA/sederajat;

c. a paling tinggi 60 {enam puluh) tahun;

f. beragamd Is]am baligh, berakal, sehat jasmani, dan rohani
g. penduduk dan berdomisill di wilay ah Daerah;

h. Fﬁ1niﬁ‘n“n Karty Tanda Penduduk;

membuat surat pernvataan bermaterai Rp. 6.000.- bahwa hanva
menerima satu jenis bantuan saja;

i, surat usulan dari Ketua Yayasan atau Kepala Sekolah;

pousi
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ho

membuat laporan kegiatan proses belajar mengajar per semester
vang ditandatangani Ketua Yayasan atau Kepala Sekolah MITA
atau sebutan nama lainnva;

memiliki jam mengajar minimal 12 {(dua belas) jam per minggu,
telah mengabdi sebagai guru MDTA minimal 2 {dua) tahun va
dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagar Guu
MDTA; dan

tidak sebagail pegawai ASN, karvawan,/pegawai BUMN/BUMD.
TNI, dan POLRI.

Bagian Keenam
Guru THQ/TPQ

asal 12

intuk mendapatkan dana jasa pelavanan kepada warga pelavan

e

sekolah TKQ/TPQ berkedudukan dalam wilayah Daerah;
fotokopi lzin Operasional Sekolah yang diterbitkan oleh
Kementerian Agama vang masih berlaku;

: - . 1 3 - v £ ~1 1 W ! - ey 1 oy i e s den iy
fotokopi Keputusan sebagai Guru TKQ/TPQ vang diterbitkan oleh
Ketua Yayasan atau Kepala Sekolah atau sebutan nama lamnya

fotokopi minimal ijazah SMA/sederajat;

beragama Islam, baligh, berakal, schat jasmani, dan roha
penduduk dan berdomisili di wilavah Daerah;
berusia setinggi-tinggginva enam puluh tahun;
fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

membuat surat pernyvataan bermaterai Rp. 6.000.- bahwa hanva
menerima satu jenis bantuan saja;

suraf usulan dari Ketua Yavasan atau Kepala Sekolah;

membuat laporan kegiatan proses belajar mengajar per semestor
vang ditandatangani Ketua Yayasan atau Kepala Sekolah
TKQ/TPQ:

memiliki jam mengajar minimal 12 (dua helas} jam per minggiy
telah mengabdi sebagai guru TKQ/TPQ minimal 2 (dua) tahun
vang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Guru
TKQ/TPC; dan

tidak sebagai pegawai ASN, karyvawan/pegawai BUMN/BUMD,

TNT, dan POLRI.

Bagian Ketujuh
Guru Maghrib Mengais

Pasal 13

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelavan
masvarakat, Guru Maghrib Mengaji harus memenuhi persyvaratan

meliputi:
a. untuk lokasi masjid dan musholla/surau/langgar:

1. masjid dan musholla/surau/langgar berkedudukan dalam
wilayvah Daerah;
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12.

{2

usulan sebagai Guru Maghrib Mengan dari BKM;

fotokopi Keputusan sebagai Guru Maghrib Mengaji vang
ditetapkan oleh Ketua BKM:

penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

membuat surat pernvataan bermaterai Rp. 6.000.- bahwa
hanva menerima satu jenis bantuan saja;

berusia setinggi-tinggginya enam puluh tahun;

memiliki minimal 10 {sepuiuh) orang murid dengan
melampirkan kartu keluarga murid;

memiliki waktu mengajar minimal 5 {lima} kali per minggu;
telah mengajar mengaji selama 1 {satu} tahun yang dibuktikan
dengan Keputusan sebagai Guru Maghrib Mengaji vang
ditetapkan oleh Ketua BXM;

. tidak sebagai pegawal ASN, karyawan/pegawa: BUMN/BUY

TNI, dan POLRI; dan

membuat Laporan Kegiatan Maghrib Mengaji per semester
dengan melampirkan nama dan daftar hadir murid varg
diketahui oleh Lurah setempat.

u ntuk lokast rumah:

v

\_’.)'1 :.If‘_-. ‘C,‘\J
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rumah berkedudukan dalam wilayab Daerah;

memiliki Surat Keterangan sebagai Guru Maghrib Meng"*i dar
turah vang diusulkan oleh kepala lingkungan dan disabkan
oleh camat;

penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah,;

JOLC‘;\U}J}. Kartu Tanda Penduduk;

membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000.- bahwa
hanva meneriimna satu _}t,i"” bantuan saja.

berusia selinggi-tinggginva enam puluh tabun;

memiliki  minimal 10 (sepuluhj orang murid dengan
melampirkan kartu keluargas mund;
memiliki waktu mengajar minimal 5 {i ime=§ kali per minggu:
telah mengajar mengajl sclama 1 (satu) tal hurn;

. tidak sebagai pegawai ASN, karvawan / pegawal BUMN/BUML

TNI, dan POLRI; dan

membuat Laporan Kegiatan Maghrib Men gail per semester

dengan meiampimaz 1ana dan daftar had murid yang

1r - b L )
diketahui oleh Lurah setempat.

Bagian Kedelapan
Gurn Sekolah Minggu

Pasal i4

Untuk mendapatkan dana jasa pelavanan kepada warga pelayan
masvarakat, Guru Sekolah Minggu harus memenuhi persvaraian
meliputi:

gereia herkedudukan dalarn wilavah Daerah;
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Untuk mendapatikan dana jasa pelavanan kepada warga pelavan
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masyaraxat, LUuru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Dudha dan Uiy

Ia

surat keterangan domisili rumah ibadah vang dikeluarkan oleh

Lurah; ' -

memiliki Keputusan Penunjukan sebagai Guru Sekolah Minggu

vang ditetapkan oleh pengurus tertingg: di gereja pengusul dan

disampaikan kepada Kemernterian Agama;

fotokopi minimal ijazah SMA/sederajat;

beragama Kristen/Katolik, dewasa, herakal, schat jasmam dan

rohani;

penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;

fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

membuat surai pernyataan bermateral Rp. 6.000.- bahwa hanva

menerima satu jenis bantuan saja;

berusia paling tinggi 60 (enam puluh} tahurn;

Twmbuaf laporan kegiatan proses belajar mengajar per semester
ang ditandatangani oleh pengurus tertinggl gereja;

memih ¢ minimal 13 {(Hma  Dbelas} orang murid dengan

melampirkan kartu keluarga murid;

memiliki jam mengajar minimal 8 (delapanj jam per bulan;

telah mengabdi sebagai Guru Sekolah Minggu minimal 2 {dua]

tahun vang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai

Guru Sekolah Minggu vang dikeluarkan oleh pengurus tertingg

gereja; dan

tidak sebagai pegawai ASN. karvawan/pegawai BUMN/BUMD,

TN, dan POLRI.

Bagian Kesembilan

I TomTemls Biiamedey Mlaiemy Saloaigle oo
Guru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Bud
Kong Hu Chu

Sekolah Kong Hu Chu harus memenuhi persyaratan meliputi:

.D“?*‘
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rumal: ibadah berkedudukan dalam wilayah Daerah;
surat keterangan domisili rumah ibadah vang dikeluarkan oleh
Lurah;

4y 11574 T e 1111 o 3 f. T
memiliki Keputusan Penunjukan sebaga:r Guru Sekolah

Budha dan Kong Hu Chu yang ditetapkan oleh pengurus tertingg
4i tumah ibadah Hindu, Budha dan Xong Hu Chu dan

disampaikan kepada Kementerian Agama;

fotokopi minimal jjazalh SMA/sederajat;

beragama Hindu, Budha dan Keng Hu Chu, dewasa, herakal,
sehat jasmani dan rohani;

penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
fotoicopi Kartu Tanda Penduduk;

membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000.- bahwa hanva
menerima satu jenis bantuan saja;

herusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun

membuat laporan kegiatan proses belajar mengajar per seme
vang ditandatangani oleh pengurus tertinggi rumah ibadab
Hindu, Budha dan Kong Hu Chu;
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k. memiliki minimal 13 (lima belas} orang murid dengan
melampirkan kartu keluarga murid,

g. memiliki jam mengajar minimal 8 (delapanj jam per bulan:

+. telah mengabdi sebagai Guru Sekolah Hindu, Budha dan Kong

Hu Chu minimal 2 {(dua) tabun vang dibuktikan dengan

Keputusan Pengangkatan sebagai Guru Sekelah Hindu. Budhe

dan Kong Hu Chu vang dikeluarkan oleh pengurus rumah ibadah

Hindu, Budha dan Kong Hu Chu; dan

tidak sebagai pegawai ASN, karvawan/pegawai BUMN/BUML.

TNI, dan POLRI

o

Bagian Kesepuluh
Penatua Gereja

T 1
Jasal i

f)

Untuk mendapatkan dana jasa pelavanan kepada warga pelavan

masvarakat, Penatua Gereja harus memenuhi persyaratan neliputi

a. rumah ibadah berkedudukan dalam wilayah Daerah;

b. surat keterangan domisili rumah ibadah vang dikeluarkan oleh
Lurah;

c. beragama Kristen, dewasa, berakal sehat jasmani dan rohani

¢. memiliki Keputusan Penunjukan sebagai Penatua Gergja vang
ditetapkan oleh Pengurus teriinggi gerejia  pengusul T
disampaikan kepada Kementerian Agama;

e. fotokopi Kartu Tanda Pendudulk;
i membuat surat PETIT nohonan duengkapi foto ukuran 4 x 6
g. membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000.- bahwa hanva

menerima satu jems bantuan Sa_ga,
h. tidak sebagai pegawai ASN, karvawan/pegawal BUMN/BUMD
TNi, dan POLRL

Bagian Kesebelas

RN v oy
i Ctugab Wl CJ(:L Ka G 1k

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelavan
masyarakat, Petugas Gereja Katclik harus memenuhi persvaratarn
meliputi

a. gereja berkedudukan di Kota Meda

b, surat keterangan domisili rumah 3 wda?’? vang dikeluarkan Luarah:

beragama katolik, dewasa, berakal, sehat jaSl"lcﬂzl dan rohar

C.

d. memiliki Surat Keputusan penunjukan dari Gereja Katolik cii;m'ni
Petugas Gereja Katolik dan usulan disampaikan kepada Camat di
wilavah domisili Petugas Gereja Katolik yang bersangkutan untuk
ditetapkan dengan Keputusan Camat;

e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;

f. membuat surat permohionan dilengkapi foto ukuran 4 x &;

g. membuat surat pernyataan bermaterai Rp. ©.000.- bahwa hanya

menerima satu jenis bantuan saja;
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h. tidak sebagai pegawai ASN, karvawan/pegawai BUMN/BUMD,
TN, dan POLRJ.

Bagian Keduabelas
Ustad dan Ustadzah
R
b

rasa Ie

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada waiga
masvarakat, Ustad dan Ustadzah harus memenuhi persvaraian

a. beragama Islam, baligh, beralal schat jasmani dan robany
b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;

~erle 'Fn+
L

c. membuat surat !,;efmguvncut dile CTIgw At 10
d. membuat surat pernyataan bermaterai Rp. © OO(} bahwa hanva
menerima satu jenis bantuan saja;

penunjukan sebagai Ustad-Ustadzah berdasarkan usul
yvang berkoordinasi dengan Lembaga yang mewada
Ustadzah setempat dan ditetapkan dengan }\“ﬂu*usa? Camal;
f. tidak sebagai pegawai ASN, karyawan/pegawai BUMN/BUMD.

TNL, dan POLRI

[41]

Bagian Ketigabelas
Khotibh Jumat

g

1
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Untuk mendapatkan dana jasa pelavanan kepada warga pelayan

masvarakat, Khotib Jumat harus memenuhi persyaratan meliputi

a. beragama Istam, baligh, berakal SehaL jasmani dan rohant;

b. foto copy Kartu Tanda Penduduk ,

c. membuat surat permohonan dilengkapi foio 4 x 6;

d. membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000.- bahwa |
menerima satu jenis bantuan saiac

. Penunjukan sebagai Khotib Jumat yang ditetapkan oleh

Badan Kenaziran Masjid atau Ketua Pengurus Masjid;

Surat Kepengurusan Badan Kenaziran Masjid atau Ketua

Penigurus Masjid vang telah ditetapkan dan disahkan olehr KUA

Kecamatan dan disampaikan kepada Camat:

g. tidak sebagai pegawai ASN, karyawan/ pegawa: BUMN/BUMD, TNi
dan POLRI.

ety

BAB IV
TATA CARA PENGUSULAN

Pasal 20

(1) Lurah menvampaikan daftar usulan Bilal Jenazah, Pencga'ﬁ
Kubur, Pengurus Rumah Ibadah, Petugas Gereja Katolik, imam
Masjid, Guru Maghrib Mengaii, Khotib Jumat, Ustad dan Ustazah
kenada Camat untuk ditetapkan dalam satu Keputusan.
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Keputusan Camat se Dag,
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Pendidikan dengan dilengkapi

[
R,

Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikarn daftar usulan
Guru MDTA, Guru TKQ/TPQ, Guru Sekolah Minggu. Guru

Qo?rr\?mh —I}-{‘\/‘z117 Dl]d]’!ﬁ (“11@ : Tl 7«‘11“1 T4xnﬂg L-{Ll CH‘\.: :ja»—; l)(J’r;(zt\(LA
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Gereja kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Sosial
Pendidikan dengan dilengkapi berkas pc::uu_l.xung.u a.

Kepala Bagian Sosial dan Pendidikan mengusulkan Bilal Jenazan
thur, Pengurus Rumah ‘Hﬁadrﬂf‘ Imam ?\/";ucznri (rore

H
TAAR p L

MDTA, Guru TKQ/TPQ, Guru Maghrib Mengaji, Guru Sekolah

Minggu, Guru Sekolah Hindu, Budha, Guru Sekolah Kong Hu
Chu, Penatua Gereja. Petugas Geregja Katolik, Khotib Jumat.
Ustad dan Ustadzah vang disampaikan cleh Camat dan K
Kantor Kementerian Agama sehagaimana dimaksud pada

dan avat {2} kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagat pene:
dana jasa pelavanan kepada warga pelayvan masyarakat.

Pernogals Kt
<SS s
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Pasal 2

Usulan calon penerima jasa pelavanan kepada warga pelayan
masvarakat disampaikan kepada Camat atau Repale Ranior
Kementerian Agama sesual dengan jenis penerima jasa pelavanan

e

kepada warga pelayan masyarakat.

Usuian calon penerima jasa pelavanan kepada warga pels

ra+ 5-\1-“-'” i v P ~mvmdey et LTV T m e
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gt

Kepala Kantor Kementeriain Agama harus memverifikasi terie

e A
i

G A
cootiarainn Ga

Setelah data penerima jasa pelavanan kepada warg

masvarakat diverifikasi sebhagaimana dimaksud :@da &
Camat atau Kepala Kantor Kementerian Agama mengusiuikan

epada Wall Kota melaluil Kepala Bagian Sosial dan Pendidikan

dengan melampirkan persyaratan vang telah ditetapkan.

[y

Wall Kota membentul  tim verifikas A penevims
pemberian dana jasa pelavanan  Kepada warga

masyarakat,

Setelah hasil verifikasi data penerima atas pemberian dana jasa
pelavanan kepada warga pelayvan masyvarakat dilaksanakan. maka
Kepala Bagian Sosial dan Pendidikan mengusuikan Kepada Wi
Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
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{6} Pemberian dana jasa pelavanan kepada warga
masyarakat vang ditetapkan dengan Keputusan Wali hoia
sebagaimana dimaksud pada avat (5} diberikan berdasarkanr atas
kemampuan kKeuangan daerah.

BAR VI

TATA CARA PEMBAYAKRAN

H
il

Pasal 22

P
oy

Pembayvaran Dana Jasa Pelayanan kepada Warga Pelayan
Masyarakat dilakukan secara non tunai melalui Bank Pemerintah
Daerah.

{2] Rekening penerima harus atas nama penerima langsung, tidak
boleh diwakitkan ataupun atas nama orang lain.

Rekening penerima harus akiif, dan jika rekening tdak aidiif]
dana akan dikembalikan ke kas Pemerintah Kota Medan.

o,
Lo

Pgsal 23

(1) Pendanaan atas pemberian dana jasa pelavanan kepada warga
lrn‘{— x ’v\t‘\_gr‘ rl’ ey A DDT\_

. . Tz
pe}.avan masyarafatl Sersuiimose

{2} Pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan

masvarakat sebagaimana dimaksud pada avat {1} diberikan
berupa pembavaran stas jasa pelayanan kepada warga pelayan

masvarakat vang diberikan per bulan atau per tahun berdasaria
atas jenis penerima atas pemberian dana jasa pelavanan kepada
warga pelayan masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

r

Pasal 24

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan
Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemberian Dana
Jasa Pelayanan Kepada Pelayan Masyarakat, dicabut dan dinvatakan
tidak berlaku.
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Pasal 25

Peraturan Wall Kota ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundanga:

Peraturan Wali Kota i

Kota Medan.

Ditetapkan <1 Medan
pada tanggal 19 Maret 2018

DZULMI ELDIN S
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SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
el
SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan asiinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,
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BAMBANG, SH

Penata Tingkat |
NIP. 19620515 199011 1 001




